BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2018 menyebutkan bahwa sebagai
landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2018;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;



Mengingat

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan = Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 5);



16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 20);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan

Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.

Belanja Daerah

255.453.703.000,00

b. Dana Perimbangan Rp.1.465.103.436.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Rp. 466.480.406.000,00
Jumlah Pendapatan Rp.2.187.037.545.000,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp.1.019.405.327.000,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4) Belanja Hibah Rp. 4.000.000.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.
8) Belanja Tidak Terduga Rp.

5.280.000.000,00
8.566.000.000,00
348.265.797.000,00
2.000.000.000,00

Jumlah Rp.1.387.517.124.000,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp.

141.568.421.900,00
445.543.325.300,00

3) Belanja Modal Rp. 288.308.793.800,00
Jumlah Rp. 875.420.541.000,00
Jumlah Belanja Rp.2.262.937.665.000,00

Defisit Rp.

(75.900.120.000,00)



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 93.900.120.000,00
b. Pengeluaran Rp. 18.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 75.900.120.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
pada Lampiran I dan Lampiran la yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja
Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja
Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.



Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR



